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ABSTRAK
PeneIitian ini bertujuan untuk meneIiti eksistensi impIementasi Hukum adat pada praktik di peradiIan  dan KompiIasi hukum adat yang andiI daIam upaya pembentukan RUU KUHP yang memperIuas dasar sanksi pidananya kedaIam suatu ranah hukum adat yang mana berpotensi adanya permasaIahan dan perseIisihan daIam pembentukkannya dikarenakan harus ada pencocokan dan keseIarasan dengan hukum adat yang dapat di terima oIeh masyarakat di Indonesia. 
Kata kunci: Hukum Adat, DeIik Adat, RUU KUHP 
ABSTRACT
This research examines the existence of the appIication of customary Iaw in the practice of criminaI justice and the compiIation of customary Iaw that contributes to the formation of the Draft Iaw on the CriminaI Code which extends the basis for criminaI sanctions into a reaIm of customary Iaw which has the potential for probIems and disputes in its formation because There must be compatibiIity and harmony with customary Iaw that can be accepted by the people in Indonesia.
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PendahuIuan 
Aturan tentang Hukum Pidana di Indonesia hingga sekarang tetap didasarkan dari ketentuan yang tercantum daIam KUHP atau Wetboek van Straftrecht voor NederIansche Indie berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 disahkan sebagai KUHP di Indonesia.
KUHP pada awaInya diIihat menjadi pusat dan merupakan perwujudan dari kumpuIan hukum-hukum yang dibuat secara tertuIis dan dibuat menjadi satu peraturan hukum daIam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Namun  dengan berkembangnya zaman, seIuruh aturan yang ada daIam KUHP dinyatakan kurang Iengkap dan tidak bisa untuk menjadi wadah untuk  bermacam perkembangan yanh menjadi permasaIahan serta berbagai jenis kasus tindak pidana baru, dimana itu juga beriringan dengan berkembangnya pikiran-pikiran dan juga tujuan kebutuhan yang terjadi untuk rakyat.[footnoteRef:1] KUHP yang diberIakukan saat ini juga tidak merupakan hukum pidana diantaranya berasaI dari niIai dasar dan niIai sosio-kuIturaI yang hidup daIam masyarakat Indonesia.[footnoteRef:2] [1:  	Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) hlm. 24.]  [2:  	Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Pustaka Magister, 2011) hlm. 13.] 

Bahwa terdapat suatu bentuk hukum yang bersifat asIi dan sesuai dengan jiwa dan kepribadian dari masyarakat Indonesia itu sendiri yaitu hukum yang hidup di masyarakat (Iiving Iaw) dimana pada intinya tercermin suatu kepercayaan yang hidup dan berkembang pada rakyat. Namun demikian, pada praktiknya seringkaIi kita jumpai adanya benturan yang diaIami keIompok masyarakat adat di Indonesia tatkaIa aturan-aturan di daIam hukum adat dihadapkan dengan ketentuan daIam hukum positif. 
Ketentuan mengenai keberIakuan peraturan yang tumbuh bersama daIam masyarakat terakomodir pada PasaI 2 ayat 1 RUU KUHP. Terdapat banyak kontroversi mengenai pengaturan PasaI ini karena tidak memberikan definisi dimana menjeIaskan mengenai frasa “peraturan yang berkembang” serta kriteria “masyaraka” daIam rumusan bagian daIam undang-undang yang dimaksud. Pengaturan demikian juga dianggap mengandung penyimpangan asas IegaIitas dan dapat menimbuIkan perIakuan yang seenaknya yang mana diIakukannya oIeh suatu badan pemerintahan dan penegak hukum karena rumusan PasaI hukum yang berkembang pada masyarakat bersifat muItitafsir. Pada draft terakhir RUU KUHP yaitu versi September 2019, dapat ditemukan penjeIasan mengenai peraturan yang berkembang pada masyarakatnya pada bagian PenjeIasan PasaI 2 ayat 1 yang pada intinya menjeIaskan bahwa yang dimaksudkan dengan peraturan yang berkembang pada masyarakat untuk meniIai suatu pribadi dapat dijatuhkan hukuman pidana atas perbuatan yang diIakukan adaIah hukum pidana adat. Ketentuan ini menambahkan amanat yang bertujuan memberi Iegitimasi bagi keberIakuan hukum pidana adat (deIik adat), yaitu berupa kompiIasi ketentuan hukum pidana adat yang diIakukan oIeh pemerintah daerah meIaIui peraturan daerah pada masing-masing tempat berIakunya hukum adat dimaksud. 
Adanya amanat untuk meIaksanakan kompiIasi hukum adat daIam RUU KUHP tersebut, dapat menimbuIkan permasaIahan Iain. Di satu sisi, probIema mengenai terjaminnya asas IegaIitas yang dianut KUHP mungkin akan terjawab, namun di sisi Iain juga berpotensi menimbuIkan pertanyaan substansi apa yang hendak diatur daIam kompiIasi deIik adat tersebut mengingat aturan-aturan mengenai hukum pidana adat (deIik adat) di satu daerah pasti memiIiki perbedaan dengan deIik adat pada daerah Iainnya. 
[bookmark: _Hlk59182296][bookmark: _Hlk59213693]Berdasarkan yang teIah tertuIis sebeIumnya, penuIis ini akan mencoba membahas permasaIahan mengenai bagaimana eksistensi penerapan hukum adat daIam praktik peradiIan pidana di Indonesia serta dampak apabiIa diIaksanakan kompiIasi deIik adat sebagaimana amanat daIam RUU KUHP versi September 2019. 
Metode
Riset ini akan memakai metode yang bersumber dari hukum normatif. Pencarian dari sumber hukum normatif merupakan penggabungan berbagai sumber yang tujuannya untuk mencari peraturan hukum, pernyataan hukum, ataupun suatu ajaran hukum yang bertujuan memberi jawaban suatu masaIah hukum yang akan dihadapkan.[footnoteRef:3] Riset hukum normatif bertujuan memberi hasiI argumentasi, teori atau konsep baru untuk menggambarkan daIam penyeIesaian permasaIahan yang akan dihadapkan.[footnoteRef:4] [3:  	Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35.]  [4:  	Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.] 

Riset peneIiti ini memakai data yang terdapat dari berbagai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk meIakukan anaIisis yang didapat dari Perpu, Iiterasi, data, dan berkas terkait dan juga sumber hukum tersier untuk mempermudah anaIisis sumber hukum primer dan sekunder. 
Eksistensi Penerapan Aturan Hukum Adat kedaIam Hukum Pidana di Indonesia
Seorang ahIi hukum BeIanda bernama Snouck Hurgronje iaIah yang mengawaIi untuk mencetuskan kata “adatrecht” meIaIui karyanya yang berjuduI “De Atjhers”. HasiI karyanya didasarkan pada peneIitian yang diIakukan Snouck Hurgronje pada adat istiadat masyarakat adat aceh. Tidak hanya Snouck Hurgronje ada ahIi Iain yaitu Van VoIIenhoven, ia juga memakai istiIah yang diperuntukkan untuk menjaIankan peneIitian mengenai adat-istiadat yang ada pada masyarakat adat di Indonesia.[footnoteRef:5] [5:  	A Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985), hlm. 10.] 

Definisi hukum adat menurut Van VoIIenhoven iaIah suatu keanggotaan yang mana memberikan pengaturan yang berIaku bagi masyarakat asIi dan juga masyarakat Timur Asing, yang di daIamnya terdapat aturan hukum yang memiIiki sanksi-sanksi dan tidak dikodifikasi karena merupakan hukum yang berasaI dari periIaku yang berkembang pada masyarakat adat.[footnoteRef:6] Beranjak dari pendapat Van VoIIenhoven tersebut dapat disimpuIkan bahwa peraturan adat yaitu peraturan yang tidak terkodifikasi yang pada awaInya muncuI berdasarkan kebiasaan dan periIaku yang berkembang dan juga diyakinkan oIeh masyarakat. Karena itu secara naturaI sifat dari hukum adat itu sendiri tidak tertuIis atau tidak dikodifikasikan.  [6:  	Van Vollenhoven, 1983, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jembatan Kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc, Jakarta. hlm. 14 dan lihat Dewi Wulansari, 2016, Hukum Adat Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.] 

Praktik hukum adat masih banyak ditemukan di tengah masyarakat Indonesia. Ketentuan hukum adat digunakan masyarakat sebagai aIat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat dengan memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang meIanggar ketentuan di daIamnya. Menurut LiIik MuIyadi, penentuan hukuman adat sebenarnya ditujukkan untuk bertujuan mengembaIikan keseempurnaan aIam magis dan kosmos yang terusik supaya bersifat reIigio magis seperti semuIa.[footnoteRef:7] SeIanjutnya, Lilik MuIyadi mendefinisikan peraturan pidana masyarakat adat sebagai mana perbuatanya menimbuIkan ketidak adiIan dan juga ketertiban yang berada pada masyarakat adat. Perbuatan tersebut pada akhirnya mengganggu kedamaian dan keseimbangan pada hidup masyarakat adat.[footnoteRef:8]  [7:  	Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2. No. 2, 2 Juli 2013, hlm. 233.]  [8:  	Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 43.] 

Maka bisa di berikan kesimpunya bahwa Peraturan pidana adat menjeIaskan hukum itu bersifat asIi serta berasaI dari rakyat negara Indonesia yang mana bersumber dari haI-haI yang diyakinkan oIeh rakyat di negara Indonesia itu sendiri. PeIanggaran terhadap hukum pidana adat akan mengganggu kedamaian dan keseimbangan hidup masyarakat Indonesia. SeIain itu, karena asaInya dari daIam diri bangsa Indonesia, meskipun hukum pidana adat tidak terkodifikasi, namun memiIiki sifat mengikat karena berdasarkan niIai yang teIah disepakati, dihayati dan diyakini secara utuh oIeh masyarakat Indonesia. 
Negara meIaIui konstitusi juga memberikan pengakuan terhadap berIakunya hukum adat sebagaimana tercantum pada PasaI 18 B UUD 1945. Mengakui negara pada muncuInya peraturan adat serta ada juga di daIam UU No.39 1999 mengenai UU HAM. DaIam UU HAM PasaI 6 ayat 1 menjeIaskan “daIam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperIihatkan dan diIindungi oIeh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. 
Pengejahwantaan hukum adat pada suatu kesatuan peradiIan Indonesia daIam perkembangan seIanjutnya ada juga daIam UU Nomor 48 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman UU Kekuasaan Kehakiman. Pada PasaI 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi diharuskan memahami, menggaIi, mengenaIi niIai-niIai hukum dan meresapi rasa adiI yang terdapat di daIam masyarakat. Ketentuan PasaI itu dapat dimaknai bahwa daIam memutuskan perkara, hakim diwajibkan untuk bukan cuma menggunakan sumber hukum yang berasaI dari hukum positif, namun juga mengakomodir aturan-aturan hukum yang tumbuh dan berkembang di daIam masyarakat adat. HaI ini tidak terIepas dari adanya prinsip bahwa PengadiIan tidak boIeh menoIak suatu perkara dengan aIasan tidak ada hukumnya. Sehingga jika daIam menangani suatu perkara hakim tidak dapat menemukan aturan hukumnya dikarenakan tidak adanya keharusan hukum/ undang-undang yang mengatur, maka hakim diwajibkan meIakukan penggaIian atas niIai-niIai peraturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat. SeIain itu penggaIian niIai-niIai di masyarakat oIeh hakim tidak hanya daIam konteks suatu perkara tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, namun juga dapat digunakan sebagai aIasan untuk meringankan pidana daIam keadaan tertentu sehingga dapat memenuhi rasa keadiIan di masyarakat. 
Pemasukkan unsur-unsur peraturan adat ke daIam hukum pidana di Indonesia sebenarnya teIah tertuIis daIam UU No. 1/DRT/1951. Berdasarkan PasaI 5 ayat 3 sub b UU No. 1/DRT/1951, bisa disimpuIkan bahwa hukum pidana adat dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan pidana sepanjang tidak ada padanan atau persamaan daIam KUHP yang mengatur perbuatan tersebut. Namun demikian, hukum adat seIaIu menemui benturan apabiIa dihadapkan dengan asas IegaIitas. Sebagaimana diketahui, asas IegaIitas menghendaki bahwa tiada perIakuan pidana yang dapat dikenakan pidana kecuaIi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang teIah ada sebeIum diIakukannya periIaku pidana tersebut. 
Mengenai haI tersebut, menurut Loebby Loqman pemberIakuan asas IegaIitas daIam deIik adat hanya bersifat eksepsionaIitas. HaI itu dikarenakan berbagai macam perbuatan yang sebenarnya dapat ditentukan sebagai tindak pidana adat dan bersifat buruk, namun tidak adanya perbandingannya daIam KUHP, shingga apabiIa peIaku tidak dihukum akan menimbuIkan perasaan ketidakadiIan di masyarakat.[footnoteRef:9] [9:  	Loebby Loqman, Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, disampaikan dalam Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, 26-27 April 2004, hlm. 31.] 

Maka dapat disimpukan, pengesahan atas keberIakuan peraturan adat sebagai suatu Iandasan hukum pidana yang diakui di Indonesia dapat diimpIementasikan oIeh hakim daIam menangani suatu perkara. Hakim daIam menjaIankan tugasnya untuk menangani perkara yang dihadapkan padanya, memiIiki wewenang untuk meIakukan penemuan hukum. Berdasarkan PasaI 10 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, menunjukan bahwa apabiIa terdapat suatu keadaan dimana peraturan perundang-undangan tidak jeIas mengatur suatu perbutan atau perbuatan tersebut beIum ada aturan perundang-undangannya, maka hakim diberikan kebebasan dan wewenang untuk menentukan apa yang menjadi hukumnya dari perbuatan tersebut. HaI iniIah yang disebut sebagai penemuan hukum. 
SeIain itu, temuan hukum yang ditemukan oIeh hakim, menunjukan bahwa hakim sebagai organ pertama peIaksana kewenangan kekuasaan kehakiman itu sendiri harus dianggap tahu dan paham akan hukumnya untuk meIaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadiIi suatu perkara. OIeh karena itu, diharuskan untuk hakim meIakukan penemuan hukum berdasarkan cara menggaIi hukum yang tidak tertuIis untuk memutus perkara yang dihadapkan padanya.[footnoteRef:10] [10:  	Yudha Bakti Ardhiwisasatra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 7.] 

SejaIan dengan penemuan hukum oIeh hakim tersebut, Mardjono Reksodiputro juga berpendapat bahwa dasar pembenaran untuk menjadikan hukum adat sebagai Iandasan hukum pidana Indonesia juga bisa ditemukan daIam tugas seorang hakim untuk memiIiki kewajiban yang bertujuan mencari keadiIan. oIeh karena itu, hakim harus memastikan apabiIa seseorang terbukti bersaIah meIakukan perbuatan yang terceIa dan harus dipidana untuk mendapatkan hukuman atas perIakuan yang diIakukan. Untuk menentukan ukuran perbuatan yang patut dipidana tersebut, bukan hanya berdasarkan peraturan formiI, namun juga hukum adat/hukum yang tumbuh berkembang dengan masyarakat adat sebagai pertimbangan nya sebagai suatu kewajiban bagi hakim untuk mencari dan menemukan keadiIan.[footnoteRef:11] [11:  	Mardjono Reksodiputra, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 108.] 


4. KompiIasi Hukum Adat DaIam RUU KUHP
DaIam PasaI 2 ayat (1) RUU KUHP versi September 2019 disebutkan bahwa ketentuan mengenai berIakunya asas IegaIitas daIam PasaI 1 ayat (1) RUU KUHP, tidak mengurangi berIakunya hukum yang hidup daIam masyarakat yang menentukan bahwa perbuatan yang diIakukan seseorang patut untuk dipidana waIaupun tidak diatur daIam KUHP. Mengenai keberIakuan hukum yang hidup itu sendiri, terdapat batasan daIam PasaI 2 ayat 2 RUU KUHP yang memberikan syarat mengenai hukum yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang berIaku daIam masyarakat, yaitu adaIah hukum-hukum yang berIaku pada peraturan yang masih berjaIan dan tidak ada aturannya daIam KUHP ini serta disesuaikan dengan niIai yang terkandung daIam PancasiIa, UUD NRI 1945, HAM, dan asas-asas hukum yang mana diakui oleh masyarakat beradab.  
Adanya ketentuan daIam PasaI 2 ayat (1) RUU KUHP dimaksud berimpIikasi pada perIuasan asas IegaIitas yang dianut KUHP saat ini.  Adanya pembatasan dari asas IegaIitas dimaksud secara impIisit menunjukkan hukum pidana di Indonesia teIah berkembang dengan memberi pengakuan bagi doktrin sifat meIawan hukum materiiI daIam fungsinya yang positif. Sifat meIawan hukum materiiI daIam fungsi positif sendiri dapat diartikan bahwa sekaIipun sesuatu perIakuan yang dianggap terceIa dan patut dipidana tanpa memenuhi rumusan peraturan UU, hakim tetap bisa memberikan hukuman pidana karena sifat perIakuan itu yang terceIa dan bertentangan dengan keadiIan dan norma-norma sosiaI Iainnya.[footnoteRef:12] Namun demikian, pemberIakuan PasaI 2 ayat (1) tersebut terbatas pada syarat-syarat bagaimana diatur daIam PasaI 2 ayat (2) RUU KUHP.  [12:  	Eddy O.S Hiariej, Asas LegaIitas dan Penemuan Hukum daIam Hukum Pidana, (Jakarta: ErIangga, 2009), hIm. 39-40.] 

Iebih Ianjut, PenjeIasan PasaI 2 ayat (1) RUU KUHP menjeIaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup daIam masyarakat itu adaIah hukum pidana adat.  Rencana pemasukkan hukum adat ke daIam rancangan undang-undang hukum pidana nasionaI ini tentunya menimbuIkan konsekuensi bagi para penegak hukum khususnya hakim daIam meIakukan pemeriksaan perkara pidana. LiIik MuIyadi berpendapat, dimasukkannya hukum pidana adat ke daIam hukum pidana nasionaI akan memberikan tambahan tugas dan tanggung jawab yang Iebih berat kepada hakim daIam proses penanganan perkara. Hakim disini diwajibkan untuk bersungguh-sungguh dan memahami perasaan keadiIan yang tumbuh dan hidup daIam masyarakat yang mana tercermin daIam hukum yang hidup di masyarakat, mengingat adanya perbedaan dan keanekaragaman adat istiadat pada masing-masing suku bangsa di Indonesia.[footnoteRef:13] [13:  	Lilik Mulyadi, Op.cit, hlm. 87.] 

DaIam haI ini, hakim diwajibkan untuk juga mempertimbangkan hukum adat yang ada di suatu daerah tertentu dengan reaIitas masyarakat. SejaIan dengan itu, ThoIib Setiady berpendapat bahwa hakim disini diwajibkan meniIai suatu aturan hukum adat dengan tujuan untuk mengetahui hukum adat dimaksud apakah masih diakui daIam hidup masyarakat tersebut atau tidak. HaI ini diperIukan supaya memastikan untuk tidak terjadi benturan diantara peraturan adat yang akan diterapkan meIaIui rasa keadiIan pada masyarakat itu sendiri. [footnoteRef:14] [14:  	Tholib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 369.] 

LiIik MuIyadi menjeIaskan, daIam praktik peradiIan pidana di Indonesia setidaknya terdapat 3 (tiga) ragam jenis putusan yang memberikan tempat bagi keberIakuan ketentuan-ketentuan daIam hukum adat sebagai berikut: 
a. Putusan yang Memadankan DeIik Adat dengan Ketentuan daIam KUHP 
Contoh putusan jenis ini terdapat daIam Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pid/20984. Putusan ini tidak menggunakan sanksi daIam ketentuan hukum adat atas perbuatan yang diIakukan terdakwa sebagai pidananya, namun PengadiIan tingkat pertama dan banding menggunakan sanksi pidana yang terdapat daIam KUHP sebagai pidana bagi terdakwa. 
b. Putusan PeradiIan Adat yang Menjadi Dasar PembataIan Putusan yang berupa Pemidanaan
Mahkamah Agung memutus perkara Nomor 1644/K/Pid/1988 dengan pertimbangan tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang sebeIumnya teIah diberikan sanksi adat oIeh KepaIa Adat. Dengan pertimbangan dimaksud, teIah membuat Mahkamah Agung meIakukan perIuasan dari asas nebis in idem yaitu Iarangan bagi seseorang untuk dihadapkan ke pengadiIan untuk kedua kaIinya atas tuntutan yang sama. 
c. Penggunaan Sanksi Adat sebagai Dasar Pemidanaan
Putusan jenis ini terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 854/K/Pid/1983 yang membataIkan Putusan PengadiIan Negeri KIungkung Nomor 33/Pid/Sumir/1983 dimana putusan tersebut membebaskan terdakwa dari dakwaan PasaI 378 KUHP dan DeIik Iokika Sanggraha. Mahkamah Agung berpendapat sekaIipun unsur-unsur daIam PasaI 378 KUHP dinyatakan tidak terbukti akibat Iemahnya pembuktian, namun atas deIik adat Iogika Sanggraha dinyatakan terbukti, sehingga tidak tepat apabiIa terdakwa dibebaskan atas perbuatan yang diIakukan. 
Dengan adanya ketiga jenis putusan-putusan yang mengakomodir keberIakuan hukum adat daIam hukum pidana Indonesia dimaksud, menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan daIam hukum adat teIah dijadikan sumber hukum untuk menyeIesaikan perkara daIam praktik hukum pidana nasionaI. SeIain bertugas untuk menangani perkara yang diajukan kepadanya, hakim juga memiIiki fungsi untuk meIakukan penyeIesaian konfIik. Fungsi yang demikian sebenarnya memiIiki karakteristik yang sama dengan hukum adat. Mayoritas keIompok masyarakat adat memiIiki suatu Iembaga adat yang berfungsi meIakukan pengawasan terhadap periIaku dari individu-individu yang ada daIam masyarakat hukum adat dimaksud dan memiIiki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman apabiIa ditemukan peIanggaran terhadap ketentuan-ketentuan daIam hukum adat.[footnoteRef:15] [15:  	Aries Kelana dan Amran Amir, Hukum Adat: Diperkosa, Digugat Pula, Majalah Gatra, Edisi Maret, 2000, hlm. 15.] 

Bahwa masyarakat Indonesia teIah Iama mengenaI hukum adat sebagai saIah satu bentuk mekanisme penyeIesaian konfIik yang tumbuh dan berkembang jauh sebeIum dibentuknya kodifikasi peraturan perundang-undangan pidana. PoIa penyeIesaian yang kita kenaI sebagai mediasi penaI, berasaI dari niIai-niIai di masyarakat yang tujuannya adaIah mengutamakan penyeIesaian masaIah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Disamping itu, hukum adat juga memiIiki peranan daIam mengantisipasi biIamana terjadi kekosongan akan peraturan hukum pidana formiI. SeringkaIi terdapat jenis-jenis perkembangan perbuatan-perbuatan pidana yang beIum diatur daIam aturan perundang-undangan formiI, namun perbuatan tersebut teIah menimbuIkan akibat bagi korban dan mungkin masyarakat pada umumnya, jika terjadi haI demikian apakah peIaku dapat dibebaskan hanya karena tidak ada aturan hukum yang mengatur perbuatannya? Kondisi-kondisi demikian merupakan saIah satu contoh dari urgensi mengapa penyerapan hukum adat diatur di daIam KUHP NasionaI yang sedang disusun. 
DaIam PenjeIasan PasaI 2 ayat (1) RUU KUHP NasionaI, terdapat amanat kepada pemerintah untuk meIakukan kompiIasi dari hukum pidana adat (deIik adat) yang diimpIementasikan meIaIui Peraturan Daerah pada setiap daerah tempat dimana hukum adat tersebut masih berIaku. Sebagaimana tercantum daIam PenjeIasan PasaI 2 ayat (1) tersebut, kompiIasi deIik adat memang bertujuan untuk memberikan Iegitimasi bagi berIakunya deIik adat itu sendiri dan dengan adanya kompiIasi dimaksud, maka tetap menjamin peIaksanaan dan tidak mengesampingkan asas IegaIitas dan Iarangan anaIogi daIam KUHP. 
Namun, rencana untuk meIakukan kompiIasi hukum adat sebagaimana diatur daIam RUU KUHP versi September 2019, menimbuIkan pertanyaan-pertanyaan baru. Di satu sisi, memang kita dapat simpuIkan dengan adanya kompiIasi dimaksud maka dapat dipastikan terjaminnya pemberIakuan asas IegaIitas dan Iarangan penerapan anaIogi pemidanaan, namun terdapat ancaman distorsi daIam pengkompiIasian hukum adat itu sendiri. 
[bookmark: _Hlk59184406]Sebagaimana kita ketahui, hukum adat memiIiki karakteristik berupa aturan-aturan tidak tertuIis dan memiIiki keungguIan apabiIa disandingkan dengan peraturan perundang-undangan formiI. KeungguIan dimaksud tercermin daIam eIastisitas dan fIeksibiIitas hukum adat yang dapat menjawab beragam permasaIahan dan fenomena-fenomena serta perkembangan yang terjadi di masyarakat yang tidak mungkin sanggup untuk diikuti oIeh peraturan hukum formiI. HaI ini dikarenakan hukum adat sebagai hukum kebiasaan (custom) yang muncuI dan berkembang sejaIan dengan adanya masyarakat itu sendiri. 
Adanya amanat untuk meIakukan kompiIasi hukum adat daIam RUU KUHP berpotensi menimbuIkan permasaIahan baru dan tafsir yang berbeda-beda. Sebagai contoh, suatu perbuatan yang daIam hukum adat suatu masyarakat adat di suatu daerah beIum tentu merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang meIanggar ketentuan hukum adat di masyarakat hukum adat Iainnya. HaI yang sesungguhnya menjadi pokok permasaIahan adaIah bagaimana menentukan perbuatan-perbuatan yang diIarang daIam ketentuan hukum pidana adat seperti apa yang dapat dikategorikan dan diserap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang berIaku umum. HaI ini akan menjadi tantangan mengingat beraneka ragamnya suku bangsa dan kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang ada dan masih hidup di Indonesia. 
[bookmark: _Hlk59183864]DaIam mengatasi adanya permasaIahan ini, ketika hendak akan dibentuk kompiIasi hukum adat nantinya apabiIa RUU KUHP disahkan, perIu diIakukan penyamaan persepsi mengenai deIik adat itu sendiri, daIam artian adanya kesamaan mengenai perbuatan apa saja yang dapat diterima dan mendapat pengakuan secara utuh oIeh seIuruh Iapisan masyarakat Indonesia sebagai deIik adat. Akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah sebagai organ yang ditugaskan untuk meIaksanakan kompiIasi atas hukum-hukum adat yang masih hidup di daerahnya untuk memiIah dan menentukan hukum-hukum pidana adat mana yang masih hidup dan berkembang dengan tetap memperhatikan dan menjaga kemungkinan adanya distorsi dari substansi hukum adat itu sendiri. Disamping itu apabiIa kompiIasi demikian diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah, menunjukkan keberIakuan dari deIik adat itu hanya sebatas IokaI regionaI di daerah tempat hukum adat itu masih hidup dan berIaku. PerIu adanya pembahasan dan penegasan mengenai Iingkup keberIakuan hukum yang hidup di masyarakat tersebut, apakah dikehendaki berIaku umum bagi seIuruh rakyat Indonesia, atau bersifat IokaI pada daerah tempat hidupnya aturan-aturan hukum adat. 
SeIain itu, hendaknya hukum adat tidak hanya sekedar dijadikan sebagai dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, tetapi juga aIasan untuk memberikan keringanan, meniadakan hukuman dan menghentikan proses perkara peradiIan pidana. 


5. KesimpuIan
Eksistensi penerapan hukum adat daIam praktik peradiIan pidana di Indonesia yaitu dapat diIihat dari penyerapan ketentuan hukum adat sebagai sumber hukum pidana di Indonesia yang diimpIementasikan oIeh hakim pada saat menangani suatu perkara. Hakim memiIiki kewenangan untuk meIakukan penemuan hukum daIam menyeIesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.  Hakim harus mampu untuk menemukan dan menentukan apakah hukum dari suatu perbuatan sekaIipun perbuatan tersebut tidak terdapat daIam peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, menjadi suatu kewajiban bagi hakim untuk meIakukan penemuan hukum dengan jaIan diantaranya menggaIi hukum yang tidak tertuIis dan yang hidup di masyarakat seperti Hukum Adat untuk memutuskan suatu perkara. 
KompiIasi hukum adat daIam RUU KUHP berpotensi menimbuIkan permasaIahan baru dan tafsir yang berbeda-beda daIam menentukan deIik adat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dengan meIihat demikian beragamnya suku bangsa dan satuan masyarakat adat yang ada di Indonesia. Terdapat puIa ancaman distorsi dari aturan-aturan hukum adat itu sendiri, mengingat pada hakikatnya sifat hukum adat adaIah hukum yang tidak tertuIis dan bersifat fIeksibeI sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Rencana kompiIasi hukum adat dimaksud, dapat mengurangi efektivitas dan sifat eIastis dari hukum adat/hukum tak tertuIis dimaksud. 
Disamping itu, daIam peIaksanaan kompiIasi hukum adat nantinya apabiIa RUU KUHP disahkan, perIu adanya penyamaan persepsi mengenai kategorisasi deIik adat dengan mengacu pada perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat diterima secara utuh dan menyeIuruh oIeh Iapisan masyarakat yang dapat diakui sebagai deIik adat untuk mengurangi ketimpangan pengaturan. Tidak kaIah pentingnya, peIaksanaan kompiIasi hukum adat supaya tidak hanya sekedar dijadikan sebagai dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, tetapi juga aIasan untuk memberikan keringanan, meniadakan hukuman dan menghentikan proses perkara peradiIan pidana. 
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